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Bahwa dalam rangka memberikan pedoman
pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Natuna sebagaimana dimaksud dalam pasal 2O ayat
(41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu mengatur
besarryya tunjangan perumahan bagr Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam Peraturan
Bupati.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang T\rnjangan Perumahan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara€rn Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 385U;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karirnun, Kabupaten Natrrna, Kabupaten
Kuantan Sin$ngr dan Kota Batam (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Ket'ga Atas Undang-Undang
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Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembenttrkan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hihr, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1.O7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

Undang'Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 9O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47 121, sebagaimana telah diubahbeberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L
Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2AOT Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 L2l;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor L+O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubahdua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2}ll Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 310 );

TEilUTUAKAIT:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

BAB I

I{ETEISTUAII I'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Natuna;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna;
Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalatr Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natrrna;

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Natuna;

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten
Natuna;

7. Tunjangan Pemmahan adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa
uang sewa rrmah yang besarnya disesuailcan dengan
standar harga setempat yang berlaku.
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BAB II
BTSARAI{ TI}ITJAITGAIT PERI'}IAIIAN

Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Natuna disesuaikan dengan Standar
Satuan Harga Kabupaten Natuna.

Fasal 3

(1)Tunjangan perumahan dimaksud pada pasal 2
Peraturan ini, diberikan dalam bentuk uang dan dibayar
setiap bulan;

(2) Semua pengeluaran yang berkaitan dengan
pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

BAB III
I(ETEISTI'AIT PEITUTUP

Pasat 4
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Padatanggal 1( Yovennl2en 3o\9

Diundangkan di Ranai
pada tanggal tt Wueunbel. ?o\9
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